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KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 - 2021 

 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  

KABUPATEN PURWOREJO 

 
 
 

Menimbang : a bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten 

Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas 

pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 

2016 – 2021; 

  b. bahwa  Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, digunakan  sebagai dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud 

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. 

    

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

  2. Undang-undang Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran 

Negara RI  Nomor 5679);  

  5. 

 

 

6. 

 

 

7 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Purworejo Tahun 2005-2025   (Lembaran Negara Kabupaten 

Purworejo Tahun 2010 Nomor 3); 

  8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3 ); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  daerah tahun 

2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 

Nomor 12); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 

Nomor 1). 

 

        Memperhatikan : 

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah      

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

 

 

 





Lampiran 1 
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kab. Purworejo 
Nomor     : 
Tanggal   :                                  

 
 
1. Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo 

2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten yang meliputi bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan 

kerjasama desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat 

3. Fungsi  a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliput ipendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset  desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama 

desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset desa, kapasitas,kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan 

kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  bidang pemberdayan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas,kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan 

kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas  bidang pemberdayan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset desa, kapasitas,kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama 

desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 






